BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dipaparkan dalam penulisan

hukum ini, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Hakim dalam menyelenggarakan fungsi peradilan memiliki kebebasan yang tidak
mutlak. Dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa yang terbukti sebagai pelaku
tindak pidana narkotika, Hakim dibatasi dengan ketentuan ancaman pidana minimum
khusus dan maksimum khusus yang diatur dalam UU Narkotika 2009. Ancaman
pidana minimum khusus adalah ancaman pidana dengan pembatasan terhadap masa
hukuman minimum dengan waktu tertentu. Sementara ancaman pidana maksimum
khusus adalah ancaman pidana dengan pembatasan terhadap masa hukuman
maksimum dengan waktu tertentu. Pengaturan mengenai ancaman pidana minimum
khusus dan maksimum khusus pada UU Narkotika 2009 bertujuan untuk mencegah
Hakim bertindak sewenang-wenang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
Adanya ketentuan ancaman pidana minimum khusus dan maksimum khusus yang
diatur dalam UU Narkotika 2009 mewajibkan Hakim mengikuti ketentuan ancaman
pidana yang berlaku dalam memutus suatu perkara. Hakim dapat menjatuhkan pidana
yang dianggap sesuai, selama masih mengikuti batas ketentuan ancaman pidana
minimum khusus dan maksimum khusus yang telah diatur. Selain untuk membatasi
kebebasan Hakim, ketentuan ancaman pidana minimum khusus dan maksimum
khusus diharapkan dapat menurunkan tingkat disparitas pidana dalam kasus tindak
pidana narkotika.

2. Hakim memiliki wewenang untuk menjatuhkan pidana kepada seorang Terdakwa.
Hakim dalam melaksanakan tugasnya tidak berfungsi sebagai corong undang-
undang. Dalam menyelenggarakan fungsi peradilan, Hakim tidak hanya melihat
peraturan perundang-undangan yang berlaku saja. Hakim memiliki kewajiban untuk
menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup
dalam masyarakat. Dalam kasus dimana seorang Terdakwa yang didakwa

menggunakan Pasal 112 UU Narkotika 2009 terbukti sebagai penyalahguna
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narkotika untuk diri sendiri, akan tetapi Pasal 127 UU Narkotika 2009 yang
seharusnya digunakan terhadap Terdakwa tidak didakwakan oleh Jaksa Penuntut
Umum, Hakim dapat menjatuhkan pidana di bawah ancaman minimum yang diatur
oleh Pasal 112 UU Narkotika 2009 dengan berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2015.
Hakim dalam membuat suatu putusan, selain mengacu kepada undang-undang juga
harus memperhatikan nilai-nilai hukum dalam masyarakat, asas kemanfaatan, dan
efektivitas hukum. Apabila Hakim berdasarkan pertimbangan tentu merasa bahwa
Terdakwa benar merupakan penyalahguna narkotika untuk diri sendiri dan tidak
seharusnya dihukum dengan ancaman pidana minimum khusus yang diatur dalam
Pasal 112 UU Narkotika 2009, maka Hakim berdasarkan keyakinannya dapat
menggunakan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 untuk menjatuhkan pidana di bawah

ancaman minimum dengan alasan untuk terpenuhinya keadilan.

4.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, Penulis dapat memberikan beberapa saran sebagai

berikut:

1. Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika terikat
dengan ketentuan ancaman pidana minimum khusus dan maksimum khusus yang
sudah diatur dalam UU Narkotika 2009. Hakim dilarang untuk menjatuhkan pidana
diluar dari batasan ancaman pidana yang sudah ditentukan oleh UU Narkotika 2009.
Akan tetapi, perlu terdapat pengecualian mengenai keterikatan Hakim terhadap
ketentuan ancaman pidana minimum khusus dan maksimum khusus dalam kasus-
kasus tertentu. Seperti dalam kasus dimana seorang Terdakwa yang didakwa
menggunakan Pasal 112 UU Narkotika 2009 terbukti sebagai penyalahguna
narkotika untuk diri sendiri. Selain itu, Jaksa Penuntut Umum sebagai pemegang
wewenang dalam menyusun surat dakwaan yang merupakan dasar dari putusan,
sebaiknya menggunakan pasal berlapis dan menggunakan bentuk dakwaan
subsidaritas atau dakwaan alternatif (Pasal 112 dan Pasal 127 UU Narkotika 2009).
Jaksa Penuntut Umum juga seharusnya menggunakan pasal yang lebih khusus
terhadap seorang Penyalahguna Narkotika Untuk Diri Sendiri sebagai upaya untuk

mencegah seorang Terdakwa yang merupakan penyalahguna narkotika untuk diri
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sendiri didakwa dengan pasal yang tidak tepat. Karena tidak adil terhadap Terdakwa
yang terbukti sebagai penyalahguna narkotika untuk diri sendiri diancam dengan
ancaman pidana yang lebih berat dari seharusnya

. SEMA Nomor 3 Tahun 2015 dapat digunakan untuk mengesampingkan ancaman
pidana minimum yang diatur dalam Pasal 112 UU Narkotika 2009. Akan tetapi,
keberadaan undang-undang yang memadai juga diperlukan untuk kelancaran proses
peradilan di Indonesia mengenai tindak pidana narkotika. Sehingga sudah seharusnya
dilakukan pembaharuan terhadap UU Narkotika 2009 untuk memperbaiki
kekurangan-kekurangan yang ada di dalamnya. Seperti adanya definisi mengenai
Penyalahguna Narkotika Untuk Diri Sendiri dan perbaikan terhadap pasal-pasal yang
dianggap multitafsir seperti Pasal 112 UU Narkotika 2009, dan adanya suatu
pedoman pemidanaan dalam UU Narkotika 2009 yang mengatur mengenai
pengecualian penerapan ancaman minimum khusus dalam hal-hal tertentu. Dengan
adanya pembaharuan terhadap UU Narkotika 2009, diharapkan dapat menciptakan
keselarasan pandangan antara Jaksa Penuntut Umum dan Hakim mengenai definisi
dari Penyalahguna Narkotika Untuk Diri Sendiri dan pasal yang seharusnya
didakwakan terhadapnya, sehingga pada praktiknya tidak terdapat lagi kejadian
dimana Penyalahguna Narkotika Untuk Diri Sendiri didakwakan dengan pasal yang
tidak tepat.
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